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Jakarta, INDONEWS.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Keuangan 

(Kemenkeu) terus berupaya mendorong daerah agar mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021. Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan 

menerjunkan tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Ditjen 

Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan menyasar 7 provinsi yang serapan 

belanja APBD-nya masih rendah. 

 

Adapun daerah-daerah tersebut, di antaranya Provinsi Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, 

Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat. Demikian disampaikan Pelaksana harian (Plh) 

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dalam keterangannya, 

Minggu (12/12/2021).  
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Fatoni menjelaskan, selain langkah tersebut, Kemendagri juga melakukan upaya lainnya. Di antaranya, 

melakukan asistensi kepada pemerintah daerah yang masih rendah penyerapannya secara periodik dua 

minggu sekali. Selain itu, Kemendagri melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kemenkeu untuk melakukan koordinasi dengan 

pemerintah daerah terkait proses percepatan pelaksanaan realisasi APBD. 

 

“Kemendagri juga melakukan kerja sama dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dini 

atas pengadaan barang/jasa lingkup pemerintah daerah pada 2022 dan tahun mendatang,” ujarnya. 

Fatoni mengungkapkan, sejumlah faktor ditengarai menjadi pemicu rendahnya realisasi belanja APBD TA 

2021. Hal itu seperti kondisi pandemi Covid-19 dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM) yang mengakibatkan kurangnya realisasi anggaran belanja di beberapa Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD). 

 

Di samping itu, faktor lainnya disebabkan belum dapat dilaksanakannya kegiatan kontraktual, lantaran 

kegiatan fisik yang dianggarkan OPD masih menunggu selesainya kegiatan perencanaan atau _Detail 

Engineering Design_ (DED). Ia menambahkan, penyebab lainnya, yakni belum adanya tagihan 

pembayaran pengadaan barang/jasa dari pihak ketiga, sehingga pemerintah daerah juga belum dapat 

membayarkan tagihan dan cenderung menempatkan uangnya di Bank Rekening Kas Umum Daerah 

(RKUD). 

 

“Pemerintah daerah sampai saat ini juga masih terus melakukan realokasi anggaran, sehingga berdampak 

pada tertundanya kegiatan yang menunggu penetapan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021. Hal ini juga turut mendorong kurang optimalnya serapan 

APBD,” terang Fatoni. 

 

Ia melanjutkan, di sisi lain kepala daerah baru hasil Pilkada 2020 cenderung hati-hati dalam melaksanakan 

pengeluaran, dan mencoba mengubah komposisi belanja agar dapat segera mengeksekusi janji politiknya. 

Kondisi tersebut mengakibatkan tersendatnya realisasi APBD TA 2021. Fatoni menjelaskan, faktor 

berikutnya dipicu oleh adanya sisa dana penghematan/pelaksanaan program kegiatan atas belanja tahun 

anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan, serta beberapa jenis belanja pengadaan konstruksi belum 

tercatat pada jurnal belanja. 

 



Catatan Berita – BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat 
 

“Hal ini juga ditambah dengan adanya pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah 

terlanjur dianggarkan dalam APBD TA 2021, namun hingga sekarang belum mendapat persetujuan dari 

Kemenkeu,” terangnya. 

 

Berkaitan dengan itu, Fatoni menekankan, agar pemerintah daerah dapat melakukan percepatan 

penyerapan APBD TA 2021 melalui sejumlah strategi. Adapun langkah-langkah tersebut di antaranya, 

yakni meningkatkan penyerapan belanja di tiap satuan kerja perangkat daerah dengan cara yang inovatif, 

serta mendorong percepatan realisasi anggaran pada bidang kesehatan, termasuk penanganan pandemi 

Covid-19. 

 

Kemudian strategi lainnya dapat diterapkan dengan merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk 

pemberian Bansos atau jaring pengaman sosial, mempercepat pencairan insentif tenaga kesehatan di 

daerah terkait penanganan pandemi Covid-19, serta mempercepat pembayaran atas tagihan belanja 

pengadaan barang/jasa kepada pihak ketiga mengenai hasil pekerjaan yang hampir dirampungkan. 

 

Lebih lanjut, Fatoni mengimbuhkan, strategi percepatan realisasi APBD dapat dilakukan dengan 

menyelesaikan kewajiban pembayaran bunga atas pinjaman daerah atau pinjaman PEN sesuai dengan 

kesepakatan. Upaya lainnya, yakni merealisasikan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus 

(DAK) dan dana transfer lainnya, serta menyelesaikan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) provinsi 

maupun bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota. 

 

“Di samping itu, daerah juga dapat mendorong percepatan serapan APBD melalui realisasi Alokasi Dana 

Desa (ADD) yang bersumber dari APBD. Diharapkan langkah ini dapat mendorong daerah melakukan 

penyerapan anggaran lebih maksimal,” pungkasnya. (Lka) 

 

Sumber: 

IndoNews.id, Kemendagri bersama Kemenkeu Terjunkan Tim Dorong Percepatan Realisasi Belanja 

APBD, 12 Desember 2021. https://indonews.id/artikel/322114/Kemendagri-bersama-Kemenkeu-

Terjunkan-Tim-Dorong-Percepatan-Realisasi-Belanja-APBD/ 

idxchannel.com, Serapan Anggaran Rendah, Pusat Terjunkan Tim Asistensi ke Tujuh Provinsi, 12 

Desember 2021. https://www.idxchannel.com/economics/serapan-anggaran-rendah-pusat-

terjunkan-tim-asistensi-ke-tujuh-provinsi  
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Catatan Berita:  

1. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara: 

a. pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut 

APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

b. pasal 1 ayat (16) menyatakan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, 

c. pasal 10 menyatakan bahwa kekuasaan pengelola keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam 

pasal 6 ayat (2) huruf c: 

1) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengelola 

APBD; 

2) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran 

APBD. 

d. pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang 

ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah; 

e. pasal 17 ayat (2) mengatur bahwa APBD disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah 

dan kemampuan pendapatan daerah; 

f. pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun laporan Realisasi Semester 

Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya; 

g. pasal 31 ayat ( 2) menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud meliputi realisasi APBD, neraca, 

laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan 

perusahaan daerah. 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara, menyatakan bahwa : 

a. pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan 

pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban; 

b. pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban Pemerintah 

untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan; 
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c. pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas 

pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa: 

a. pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta 

segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban 

Daerah tersebut; 

b. pasal 1 angka (2) yang menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah; 

c. pasal 1 angka (2) yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 

disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan 

undang-undang; 

d. pasal 1 angka (2) yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah; 

e. Pasal 4 ayat (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

f. Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: 

1) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan 

rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

2) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan 

rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk 

dibahas bersama; 

3) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan 

Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan 

bersama DPRD; 

4) menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; 

5) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah 

yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; 

6) menetapkan kebijakan pengelolaan APBD; 

7) menetapkan KPA; 

8) menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 
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9) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; 

10) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; 

11) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 

12) menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  

13) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

g. pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa 

perencanaan, penganggaratn, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, 

serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah. 

 


